BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
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TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

: & bahwa keberadaan arsip sebagai rekaman informasi

I

penyelenggaraan administrasi pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, memiliki peran dan fungsi
strategis schagai bahan pertanggungjawaban proses
administrasi dan fungsi-fungsi manajemen pemerintah
serta memori kolektif Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat
(2] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan dan ketentuan Pasal 39 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

bahwa berdasarkan  pertimbangan sehagaiman
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi
Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, KabupatenTebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903)




sehagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
UndangNomaor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarclangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 5601};
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Reublik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomorl 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan
Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 665);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penvelenggaraan
Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);




MEMUTUSKAN .

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL EETENSI ARSIP
FASILITATIF DAN SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupat adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar vang
berisi paling sedikit jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip
dan keterangan vang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis
arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyvelamatkan arsip.

7. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

8. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan
dasar bagi keberlangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat
diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

9. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau
terus menerus.

10. Arsip inakfifl adalah arsip yang frekuensi penggunaannyva telah menurun.

11. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan
berketerangan dipermanenkan vang telah diverifikasi baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
dan/atau lembaga kearsipan. ﬁ’
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Lembaga kearsipan adalah lembaga vang memiliki fungsi, tugas, dan
tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan
kearsipan.

Arsip fasilitatif adalah arsip vang merupakan arsip pendukung vang
mencerminkan tugas dan fungsi pendukung instansi.

Arsip substantif adalah arsip pokok yang mencerminkan tugas dan fungsi
utama instansi.

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,
permusnahan arsip vang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip
statis kepada lembaga kearsipan.

Retensi arsip adalah jangka wakiu penyimpanan yang wajib dilakukan
terhadap suatu jenis arsip.

Retensi arsip aktilf adalah jangka waktu penyimpanan arsip di unit
pengolah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi,

Retensi arsip inaktil adalah jangka waktu penyimpanan arsip di unit
kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan kepada lembaga
kearsipan.

Keterangan musnah adalah informasi vang menyatakan bahwa suatu
jenis arsip dapat dimusnakan karena jangka waktu penyimpanan telah
habis dan tidak memiliki nilai gpuna, tidak ada peraturan perundang-
undangan yvang melarang dan tidak berkaitan dengan penvelesaian suatu
kasus yang masih dalam proses hukum.

Keterangan permanen adalah informasi vang menyatakan bahwa suatu
jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib
diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban
nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing
organisasi.

Keterangan dinilai Kembali adalah keterangan vang menvatakan bahwa
suatu jenis arsip belum dapat ditentukan rekomendasi akhirnya apakah
dimusnahkan atau dipermanenkan, sehingga perlu perlu dilakukan
penilaian dan pengkajian kembali.

Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

Unit kerja adalah satuan kerja pada pencipta arsip vang mempunyai
tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat
daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.




25. JRA fasilitastif adalah JRA vang berisi jangka waktu penyimpanan atau
retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi
fasilitatif antara lain keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan,
dan ketatausahaan.

26. JRA subtantif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau
retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi
subtantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam

penyelenggaraan tata kelola kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam
penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan JRA meliputi :

a. jenis arsip fasilitatif keuangan dan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara
(ASN) dan Pejabat Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;

b. jenis arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaianPemerintah
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

€. jenis arsip substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;

d. wakitu penyimpanan atau retensi;

e. jenis retensi arsip; dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip
vang dimusnahkan, dinilai kembali dan permanen.

BAB |1
WAKTU PENYIMPANAN
Pasal 5
(1) Waktu penyimpanan atau retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf d terdiri dari :
a. retensi arsip aktif; dan
b. retensi arsip inaktf.
(2) Retensi arsip aktif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
mempunyai jangka waktu penyvimpanan 2 (dua) sampai 10 (sepuluh)
tahun vang dikelola oleh unit kerja atau perangkat daerah.
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(3)

(1)

(2]

(3)

Retensi arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mempunyai jangka waktu penyimpanan 2 (dua) sampai 10 (sepuluh)
tahun yang dikelola oleh lembaga kearsipan maupun perorangan.

BAR Il
JENIS RETENSI ARSIP

Pasal 6
Jenis retensi arsip terdiri dari :
a. retensi arsip aktif; dan
b. retensi arsip inaktf.

Pasal 7
Retensi arsip aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,
dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah
pada naskah selesai diproses.
Retensi arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya.
Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) tercantum
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Pasal 8
Retensi arsip aktif dan inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
terdini dar :
a. arsip fasilitatif Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

dan
b. arsip substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Arsip Fasilitatif Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a meliputi :
a. arsip lasilitatif fungsi keuangan dan kepegawaian aparatur sipil Negara
dan pejabat Negara pemerintah kabupaten tanjung jabung timur;

b. arsip [asilitatif non keuangan dan non kepegawaian.
Arsip substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
a. urusan lingkungan hidup;
. urusan perencanaan pembangunan;
urusan perpustakaan;
urusan pendidikan dan pelatihan;

L~ <

urusan kearasipan;




(2)

(3]

Pasal 9
Jadwal retensi arsip fasilitatil dan substantif Pemerintah Daerah
kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud Pasal 7
memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan dan keterangan.
Retensi atau jangka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan batas minimal penyimpanan arsip fasilitatif dan arsip
substantif pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timur.
Keterangan arsip atau jangka waktu simpan untuk arsip fasilitatiil dan
substantif pemerintah Daerah kabupaten tanjung jabung tmur
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditentukan oleh retensi aktif dan
retensi inaktif berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. retensi aktf ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan
pertanggungjawaban di unit pengolah; dan

b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan
unit kerja terkait dan kepentingan lembaga atau perorangan.

BAB IV
KRETERANGAN ARSIP
Pasal 10

Keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan,
dipermanenkan atau dinilai kembali berdasarkan pertimbangan:

.

(1)

(2)

keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi arsip
tersebut tidak memiliki nilai guna lagi;

keterangan permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna
kesejarahan atau nilai guna sekunder; dan

keterangan dinilai kembali ditetapkan pada arsip yang dianggap
berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Pasal 11

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat rekomendasi
vang menetapkan arsip dipermanenkan, dimusnahkan atau dinilai
kembali.

Keterangan yvang memuat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh lembaga kearsipan Pemerintah Daerah dan disetujui
oleh lembaga kearsipan Pemerintah Pusat.
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Pasal 12

Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah Daerah yang memiliki retensi
dibawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh kepala perangkat Daerah
setelah mendapat :

a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip; dan

b.

persetujuan tertulis dari Bupat.

Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah Daerah yang memiliki retensi
diatas 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat:

a.
b

pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip; dan
persetujuan tertulis dari kepala ANRI.

Prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai berikut ;

.

perangkat Daerah yang akan melaksanakan pemusnahan arsip dan
belum memiliki tenaga arsiparis terlebih dahulu  mengajukan
permohonan bantuan tenaga arsiparis kepada Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan yvang dilengkapi dengan daftar arsip yang
akan dimusnahkan;

perangkat Daerah membentuk panitia penilai arsip yang ditetapkan
oleh kepala perangkat daerah;

. panitia penilai arsip terdiri dari pimpinan unit kearsipan sebagai ketua

merangkap anggota, pimpinan unit pengolah vang arsipnya akan
dimusnahkan sebagai anggota, dan tenaga arsiparis sebagai
AnNgEolanyva;

panitia penilai arsip melakukan penyeleksian terhadap arsip yang akan
dimusnahkan, penyeleksian arsip vang dimaksud dilakukan terhadap
arsip inaktil yang sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis
retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA, tidak
ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak
berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara;

. berdasarkan hasil seleksi panitia penilai arsip, tenaga arsiparis

membuat Daftar Arsip Usul Musnah (DAUM) dan berita acara hasil
penyeleksian yang ditanda tangani oleh panitia penilai arsip;

pamitia penilai arsip mengajukan permohonan persetujuan Daftar Arsip
Usul Musnah (DAUM)] kepada kepala perangkat Daerah sebagai
pencipta arsip; dan

melaksanakan pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga fisik
dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali vang disaksikan
olehpanitia penilai arsip yang disertai penandatanganan berita acara
pemusnahan arsip.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Fada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 74 tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif
Fungsi Keuangan dan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 P&sem Bef 0022

( BUPRSRIANJU ABUNG TIMUR,

e ———— T —— —_—

H.ROMI IYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 DestmpEr 2032
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

P
RIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 44..

LAH DITELITI KEBENARANNYA
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Lampiran [ Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur

Nomor ; tahun 2022
Tanggal ' 21 DE(EMPBER
Hal sJadwal Retensi Arsip Fasilitatid dan Substantif

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

JADWAL RETENSI ARSIF FASILITATIF
PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

JANGHA WAKTU PENYIMPANAN
NO. JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
I. FUNGS8]I KEUANGAN
& RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERUEBAHAN (APBD-F)
1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (FPA)
d. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
1). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) angegaran herakhir
2). Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerash
(Renja)
b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) vang telah | 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah anggaran berakhir
. KUA beserta Nota Kesepakatannya 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
anggaran berakhir




JANGHKA WAKTU PENYIMPANAN

¥O. JENIS ARSIP = KETERANGAN
1 2 3 4 5
d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (FPAS) 2 tahun setelah tahun 3 tahun Prermarnen
anggaran berakhir
e. Nota Kesepakatan PPA 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
anggaran berakhir
f. Prioritas Plafon Anggaran 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
anggaran berakhir
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah
[RKA-SKPD/OPD)
a. Dokumen Pedoman Penyusunan REA-OPD yang telah disetujui 2 tahun setelah tahun 3 mhun Permanen
Selretaris Daerah anggaran berakhir
b. Dokumen RKA-SKPD/OPD 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
anggaran berakhir
3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan REancangan Peraturan 4 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
Dacrah RAPBD: anggaran berakhir
1). Nota Keuangan Pemerintah
2}, Materi RAPBD
L. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanija 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
Daerah (RAFBD) oleh Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (DPRD)| dan anggaran berakhir
Pemerintah Daerah
¢. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen

tentang Raperda APBD

anggaran berakhir




JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

0. JENIS ARSBIP KETERANGAN
¥ B AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
anggaran berakhir
€. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
RAPBD beserta penjabarannya anggaran berakhir
f. Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
anggaran berakhir
g Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
anggaran berakhir
h. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
anggaran berakhir
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-F)
a. Penyvusunan Prioritas Plafon Anggarmn Perubahan
1}. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas Perubahan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
a). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) anggaran berakhir
bi. Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah
2). Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KLIA] 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan anggaran berakhir
Pemerintah Daerah
3). KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
anggaran berakhir
2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen

4). Dokumen Rancanpgan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Perubahan

anggaran berakhir




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

s ARSIP KETERANGAN
e A AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
5). Nota Kesepakatan PPA Perubahan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
anggaran berakhir
6). Prioritas Plafon Anggaran Perubahan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
anggaran berakhir
. Penvusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD/OPD) Perubahan
1), Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/OFD Perubahan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Drinilai Kembal
vang telah disetujul Sckretaris Daerah anggaran berakhir
2). Dokumen RKA-SKPD/OPD Perubahan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Drinilai Kembali
anggaran berakhir
. Penyampalan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
1). Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
Peraturan Daerah RAPBD Perunbahan: anggaran berakhir
al. Nota Keuangan Pemerintah
). Materi RAPBD
2). Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja | 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewnan Perwakilan Rakyat anggaran berakhir
Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah
3), Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
Daerah tentang Raperda APBD Perubahan anggaran berakhir
4). Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen

lampirannya

anggaran berakhir




JANGHEA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIS ARSIP TIF KETERANGAN
1 2 3 4 5
5). Penvampaian Permohonan Evalussi kepada Gubernur tentang | 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
RAPBD Perubahan beserta penjabarannya anggaran berakhir
6). Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAFBD Perubahan| 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
angearan berakhir
7). Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
Penjabarannya anggaran berakhir
8). Peraturan Daerah [PERDA) tentang APBD Perubahan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
anggaran berakhir
B. |PENYUSUNAN ANGGARAN
1. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan 1 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
anggaran berakhir
2. Musyawarah Rencana Pembangunan| Musrenhang) Kabupaten/Kota | tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
anggaran berakhir
3. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD/OPD yvang | 1 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen
telah disetujui Sekretaris Daerah anggaran beralkhir
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/OPD vang telah 1 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen

disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

angegaran berakhir




NO.

JENIS ARSIP

JANGHEKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

EETERANGAN

3

4

PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Surat Penvedia Dana (SPP, SPM dan SFP2D): UP, GU, TU, LS)

2. Pendapatan
a. Pendapatan Ash Daerah
1). Surat Ketetapan Pajak Dacrah

2. Surat Setoran Pajak (S5FP) Daerah antara lain:
aj.
bi.
€)-
dj.
e},

Pajak Kendaman Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan

Pajak Rokok

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawahan
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

2 tahun setelah Perda
tentang

pertanggungjawaban
APBD disahkan dan

tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBID disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesal

5 tahun

5 tahun

5 tahun

Dinilai Kembali

Musnah




JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

== JENIS ARSIP = RKETERANGAN
1 2 3 4 5
3). Surat Ketetapan Retribusi Daerah 2 tahun setelah Perda 5 tahun Permanen
tentang
pertanggungjawaban
AFBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesal
4). Bukti Pembayaran Retribusi, antara lain: 2 tahun setelah Perda
a). Retribusi.Jasa Umum tentang 3 tahun Musnah
- Retribusi Pelavanan Kesehatan pertanggungiawaban
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan APBD disahkan dan
- Retribusi Penggantian Biava Cetak KTP dan Akte tindak lanjut hasil
Catatan Sipil pnmenl:a-ﬂm} telah
Retribusi Pelavanan Pemakaman dan Pengabuan selesai
Mavat
Retribusi Pelavanan Parkir di Tepi Jalan Umum
-  Retribusi Pelavanan Fasar
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
bj. Retribusi Jasa Usaha 2 tahun setelah Perda 5 tahun Musnah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Terminal

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan [ Villa
Retribusi Penvedotan Kakus

Retribusi Rumah Potong Hewan

entang
pertanggungiawaban
APED disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai




JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIS ARSIP AT RAE Y KETERANGAN
1 2 3 4 5
Retribusi Pelavanan Pelabuhan Kapal
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Retribusi Penyebrangan di atas Air
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
€). Retribusi Perizinan Tertentu 2 tahun setelah Perda 5 tahun Musnah
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tentang
- Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
, i tindak lanjut hasil
-  Retribusi Izin Gangguan pemeril Sty
Retribusi Izin Trayvek selesni
d]. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
¢}. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekenakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA)
5). Bukti Penerimaan Jasa Layanan kesehatan Masvarakat 2 whun setelah Perda 5 tahun Musnah
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesal
6), Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah 2 tahun sectelah Perda 5 tahun Permanen
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan tindak
lanjut hasil
pemeriksaan telah
sclesal




JENIS ARSIP

JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

3

4

7). Bukti Penerimaan SKPD/OPD dari Badan Layvanan Umum

B). Bukt Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Q). Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank

b, Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan:
1}, Dana Bagi Hasil yang Bersumber dar Pajak dan Bukan Pajak

2 tnhun setelah Perda
tentang
pertanggungjiawaban
APBD disahkan tindak
lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai
2 tahun setelah Perda

tentang
pertanggungiawaban
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesal

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungiawaban
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

5 tahun

5 tahun

5 tahun

5 tahun

Dinilai Kembali

Dinilai Kembali

Musnah




NO.

JENIS ARSIP

JANGHEA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

4

2). Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten

31, Dana Alokasi Umum (DALY

4}, Dana Dacrah Yang Tidak Menerima DAU

a). Dana Alokasi Khusus [DAK)

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawahban
APBD disahkan tindak
lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesal

2 tahun setelah Perda
tentang

pertanggungjawaban
APBD disahkan dan

tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesal

o tahun

3 tahun

5 tahun

5 tahun

Permanen

Permanen

Musnah

Permanen




JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

XO. JENIS ARSIP S IRAKTIF KEETERANGAN
1 2 3 4 5
c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah:
1). Alokasi Dana Penyesuaian 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah
tentang
pertanggungjawahan
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai
2). Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah | 2 tahun setelah Perda 5 tahun Musnah, kecuali
tentang daerah yang
pertanggungjawaban memperoleh dana
APBD disahkan dan otonomi khusus,
tindak lanjut hasil Permanen
pemeriksaan telah
selesal
3). Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat 2 tahun setelah Perda 5 tahun Permanen

tentang
pertanggungjawahan
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesal




NO.

JENIS ARSIP

JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

3

4

4). Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat

5). Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah
Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga

d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBF}

¢, Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

2 tahun setelah Perds
tentang
pertanggungiawaban
AFBD

disahkan dan tindalk
lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawahan
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesal

2 tahun seelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesnai
2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawahan
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

5 tahun

5 tahun

T tahun

5 tahun

Permanen

Permanen

Musnah

Permanen




JANGHKA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIS AREBIP AKTIF INAKTIF HETERANGAN
1 2 3 4 5
[ Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Selama barang dimilila 5 tahun Permanen
. 5 i bl
g. Dokumen Piutang Daerah olamia Pmtm.]‘g s 5 tahun Permanen
tertagih
h. Dokumen Pengelolaan Investasi Selkiig m:zimﬂ s 5 tmhun Permanen
3. Belanja 2 tahun setelah Perda
a, Dokumen Belanja Langsung tentang 5 tahun Dinilai kembali
pertanggungjawaban
Belanja Barang Jasa llﬂdi.ﬂk lanjut hasil
Belanja Modal pemeriksaan telah
selesai
b, Dokumen Belanja Tidak Langsung 2 tahun setelah Perda 5 tahun Dinilai Kembali
- Pegawal tentang
- Hibah . pertanggungiawaban
- Belanja Bagi Hasil APBD disahkan dan
: 3‘;‘;‘.:’;" tindak lanjut hasil
- sosial pamenkﬂn telah
- Bantuan keuangan e
- Belanja tidak terduga
4. Pembiavaan Daerah 2 tahun setelah Perda 5 tahun Musnah
a. Bukti Penerimaan Pembiayaan tentang
- SILPA pertanggungjawaban
- Dana Bergulir maﬂ]:ikmﬂmt t]::ﬂ].:l'l::
- Pinjaman Daerah PRI
Pengalihan Piutang PBB P2 menjadi PAD i




JANGEA WAKTU PENYIMPANAN

No. JENIS ARSIP T TXAKTIT KETERANGAN
1 2 3 4 5
b, Bukti Pengeluaran Pembiavaan 2 tahun setelah Perda 5 tahun Musnah
Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir tentang
- Penyertaan Modal pada BUMD pertanggungiawahban
Penambahan Penvertaan Modal pada BUMD APBD disahkan dan
- Pengeluaran dari Dana Cadangan tindak lanjut hasil
- Pembiayvaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah pemeriksaan telah
Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik selesai
Pemerintah Daerah
5. Dokumen Penatausahaan Keuangan 2 tahun setelah Perda 5 tahun Musnah
a. Surat Penyediaan Dana [SPD) tentang
b. Surat Permohonan Pembayaran (SPP) pertanggungiawaban
¢. Suratl Perintah Membavar [SPM) APBD disahkan dan
d. Surat Perintah Pencairan Dana [SP2D) tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai
6. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 2 tahun setelah Perda 5 tahun Permanen
a, Buku Kas Umum (BKU| tentang
b, Buku Kas Pembantu (BKP) pertanggungjawaban

. Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek

d. Rekening Koran Bank

¢. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi
I. Bukti Penvetoran Pajak

g Register Penutupan Kas

h. Berita Acara Pemeriksaan

i. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan
Keuangan (CalLK) Termasuk Arsip Data Komputer (ADK)
Laporan Pendapatan Negara

Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA)

Bulanan,/ Triwulan/ Semesteran

e

APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah

selesai




RO.

JANGHEA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

3

4

5

7. Daftar Gaji

8. Kartu Gaji

9. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)

10. Laporan Keuangan Tahunan terdir dari ;
a. Laporan Realisasi Anggaran [LRA)

b, Neraca
¢. Laporan Perubahan Saldo Lebih

d. Laporan Operasional

¢, Laporan Arus Kas

d. Laporan Perubahan Ekuitas

g. Catatan atas Laporan Keuangan (Cal.K)

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjiawaban
AFED
disahkan dan tindak
lanjut hasil
pemeriksaan telah
sclesai

Selama yang
bersangkutan masih
jadi pegawal dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesal

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBID disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

3 tahun

3 tahun

a3 tahun

5 tahun

Muznah

Musnah

Musnah

Permanen




JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIE ARSBIP ARTIF INAKTIE HKETERANGAN
2 3 & 5
D. |PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
1. Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book) 1 tahun setelah 3 tahun Permanen
diterbitkan
2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai [(Green Book | | tahun setelah Loan 3 tahun Permanen
Agreement
Ditandatangani
3. Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen 2 tahun setelah 5 tahun Permanen
sejenisnya perjanjian pinjaman
berakhir
4, Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti : Draft Agreement, Legal 2 tahun setelah 5 tahun Permanen
Opirdon, Surat menyurat dengan Lender perjanjian pinjaman
berakhir
5. Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: 2 tahun setelah 5 tahun Permanen
Usulan Luncuran Dana perjanjian pinjaman
berakiir
6, Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya : 2 tahun setelah 5 tahun Permanen
a. Reimbursement perjanjian pinjaman
b. Direct Payment/ Transfer Procedure berakhir
c. Specal Commitment/ L/C Opening
d. Special Account/ Imprest Fund
2 tahun setelah 5 tahun Musnah
7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Aduvice) perjanjian pinjaman
berakhir
8. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, vaitu: Surat 2 tahun setelah 2 tahun Permanen
Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain: SPF, perjanjian pinjaman
Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya, berakhir




JANGEKA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIE ARBIP INAKTIF EKETERANGAN
1 2 3 3 5
0. Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dar Negara Donor) 2 tahun setelah 2 tahun Permanen
meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation,| perjanjian pinjaman
Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of berakhir
Expenditure [SE)
2 tahun setelah 3 tahun Permanen
10 Staff Appraisal Report perjanjian pinjaman
berakhir
11. Report / Laporan yang terdiri dari: 2 tahun setelah 3 tahun Permanen
a, Progress Report perjanjian pinjaman
b. Monthly Report berakhir
¢. Quarterly Report
12. Laporan Hutang Daerah ! 2 tahun setelah Perda 5 tahun Permanen
a. Laporan Pembayaran Hutang Daerah pertanggungjiawaban
b. Laporan Posisi Hutang Daerah disahkan
13. Completion Report/ Annual Report 2 tahun setelah Permanen
perjanjian pinjaman
berakhir
iy . . 1 tahun setelah
Permane
14, Ketentuan/Peraturan vang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negen linerbal 3 5 tahun n
E. |PENGELOLAAN APED/DANA PINJAMAN /HIBAH LUAR NEGERI (FHLN)
1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: 2 tahun sctelah Perda 5 tahun Dinilai Kembali

a. Kuasa Pengguna Anggaran
b. Kuasa Pengguna Barang/Jasa

¢, Pejabat Pembuat Komitmen
d. Pejabat Pembuat Daftar Gaj
e, Pejabat Penandatanganan SPM
f. Bendahara Penerimaan/Pengehiaran
g. Pengelola Barang
termasuk berita acara serah terima jabatan

tentang
pertanggungiawaban
APHD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesal




NO. JENIE ARBIP

JANGEA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

1 2

4

F |SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)

1., Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah [SAKD)

2. Kebijakan Akuntansi

3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi

4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan /
Semesteran

Selama belum ada
perubahan

Selama belum ada
perubahan

2 tahun setelah Perda

tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawsban
APBD disahkan

2 tahun

2 tahun

5 tahun

5 tahun

Permanen

Permanen

Musnah

Musnah, setelah
menjadi lapoan
keuangan

G. |PENYALURAN ANGGARAN TUGAB PEMBANTUAN

1. Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek atas Pengguna Anggaran
Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungawaban
APBD disahkan dan
tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

5 tahun

Dinilai Kembah




JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIE ARBIF AKTIF IN HKETERANGAN
1 2 3 4 5
2. Berkas Permintaan Pembayvaran (SPP) dan lampirannya : 3 tahun setelah Perda 7 tahun Musnah
a. 8PP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPFPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM Perda tentang
DU, Bilyet Giro, SPM Nihil pertanggungjawaban
b. Penagihan/Invoice, Fakiur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank APBD disahkan dan
beserta bukti pendukungnya a.l ; Copy Faktur Pajak dan Nota tidak lanjut hasil
Kredit Bank pemeriksaan telah
¢, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara selesai
Penyelesaian Pekerjaan
3. Buku Rekening Bank 3 tahun setelah Perda 7 tahun Permanen
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tdak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai
4, Heputusan Pembukuan Rekening SRl "E;fgrm A Musnah
5. Pembukuan anggaran terdiri dari :
Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembaniu, Register dan Buku Selama rekening masih = tahun AR
Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPF), Daftar aktil
Himpunan Pencarian (DHFP) dan Rekening Koran
H. |[PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
1. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan 3 ahun setelah Perda T tahun Permanen

termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya

entang
pertanggungiawaban
APBD disahkan dan
tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai




NO.

JENIS ARSIP

JANGHEA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

3

4

2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk pph 21, pph 22, PPh 23, dan PPn,
Denda Keterlambatan Menvelesaikan Pekerjaan

3 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

T tahun

PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU

1. Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD

a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyvusunan Anggaran Bantoan
Pemilu

b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa,
Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan
Pemilu

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
AFBD disahkan dan
tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

5 tahun

5 tahun

Permanen

Permanen




NO.

JENIS ARSIP

JANGHKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

3

4

. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (KKA| Pilkada KPUD

dan Panwasda Kabupaten, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan
Pengajuan RKA KPFUD dan Panwas/Bawaslu

. Berkas Pembahasan FEKA Pilkada dan Bantuan Pemiln

. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Filkada dan Bantuan
Pemilu Provinsi

. Dokumen Hancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada

KPUD dan Panwas/Bawaslu Kabupaten dan Bantuan Biaya Pemilu
dari APBED

2 tahun setelah Perda

tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan

tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawahan
APHD disahkan dan
tidak lanjut hasil
pemeriksanan telah
aclesal

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungiawaban
APBD dizsahkan dan
tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesal

2 tahun seielah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesal

2 tahun

5 tahun

5 tmhun

5 tahun

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah




NO.

JENIS ARSIP

JANGEA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

EETERANGAN

3

4

g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada

h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Dacrah tentang Pilkada, dan
Bantuan Biava Pemilu dari APBD

i. Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBLD Pilkads dan Bantuan
Biaya Pemilu dari APBD

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesal

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungiawaban
APBD disahkan

5 tahun

5 tahun

5 talhun

Dinilai Kembali

Dinilai Kembali

Permansn

dJ.

PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU

1.

Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD,
Bendahara Panwasda /Bawaslu dan Bendahara pada Panitia Pilkada
dan Pemilu

2 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesni

5 tahun

Permanen




NO.

JENIS ARSIP

JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

AHTIF

INAKTIF

KETERANGAN

5

Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayvaran Pengadaan Jasa,
Bunga, Pelaksanaan Pilkada /Pemilu

Berkas Setor Sisa Dana Pilkada /Pemilu termasuk Setor Komisi
Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro

Berkas Penvaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer
Bank

Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiavaan Kegiatan Operasional
(PPKO) termasuk Perubahan/Pergeseran/ Revisinya

3 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tdak lanjut hasil
pemeriksann telah
selesai

3 tahun setelah Perda

tentang

pertanggungiawaban
APBD disahkan dan

tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah

selesal

3 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
APBD disahkan dan
tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai

3 tahun setelah Perda
tentang
pertanggungjawaban
AFPBD disahkan dan
tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah
gelesal

T tahun

T tahun

T tahun

7 tahun

Musnah

Musnah

Musnah

Permanen




JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIE ARBIP AKTIF INAKTIF KETERANGAN
1 2 3 4 B
K. |PELARKBANAAN ANGGARAN OPERASBIONAL PEMILT
1. Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional ([PPKO] Pemilu | 3 tahun setelah tahun 7 tahun Musnah
termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinva anggaran berakhir dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai
2. Berkas Penctapan Bendahara dan atasan langsung Bendahara KPUD 3 tahun setelah 7 tahun Musnah
Provinsi, Panwasda dan Pemegang Uang Muka cabang (PUMC) PPK diperbaharui dan tindak
dan Panwas lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesal
3. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk 3 tahun setelah UTJ 7 tahun Musnah
diantaranva Bukt Transfer Bank tentang
pertanggungjawaban
APBN disahkandan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah
selesai
L. |PEMERIKSAAN /PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 2 tahun setelah 5 tahun Permanen
Indonesia atas Laporan Keuangan ditindaklanjut:
2 tahun setelah o
o klaniuti Musnah
2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal ditind wuti 3 tahun us
3. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: 2 tahun setelah 5 tahun Permanen
a. LHP [Laporan Hasil Pemeriksaan) ditindaklanjuti

h. MHP [Memorandum Hasil Pemeriksaan)
c. Tindak Lanjut/Tanggapan LHP




JANGEA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIS ARSIP AKTIF N F KETERANGAN
1 2 3 4 <)
4, Dokumen Penyvelesaian Keuangan Daerah: 2 tahun setelah tagihan| 2 tahun setelah Permanen
a. Tuntutan Perbendaharaan tuntutan hak dan kewsajiban

b, Tuntutan Gant Rugi

perbendaharaan,/tuntut
an ganti rugl dilunasi

hahis




ETel]

Jenis Arsip

Retensi

Ht‘!l.':l‘ﬂ.l‘ﬂ.l‘l

1

2

FUNRGE! KEPEGAWALAN

1

A Kebdjalmn di bidang manajemen kepegawainn

1 Pemgkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskseh Aksdemik
2 Pemyusunan kebijakeamn

3 Perumusan kelijakan

# Pemberian masukan dan dukungen

5 Penetapan kebdjaken

6 Memorandum of Understonding

2 Tahun 3 Tahun

Perumunnn dan Penetopan Kebutuhan Aparatur Sipil Negam
1 Perencanasin Kebutub ASN

A, Bahan penyusunan reieena kebuiihan
b, Anafisis Kebutulbun

1) Apareiur Sipil Negara

2) Pegevwead Pemerintah dengan Perjaniion Kera |FPFK)
& Pengelahan data bebatuban

2 Perencanaan Pertimbangan Formasi
a. Pertimbangan teknis penetapan formast ASN
b. Pertimbangnn telmis penetopian formsal foatan dinas

2 Tahun 3 Tahun

2 Tahun 3 Tahuamn

M u=raly

Musnah




Jenis Arsip

Kreterangan

&

3 Penetapan Kebutuhan Apamatur Sipil Negasa
4 Standanisasi Jabaton

#.  Informesd Jabatan
b. Kompetens Jakatan

. Klasifilcasi Jabatan

2 Tahun
2 Tahun

A Tahun
A Tahun

Musmah

'l Formasi dan Pengadann Pegoami
1 Formasai ASN

a. Usulan formasi diserial dengan:
1) Analisa Jabatan
2) Behan Kerja

b, Usiilan permintgan forfess kepada Menpan BB dan

Kepala BEN

e Persetujsan Formas

d. Penstapan Formasi

. Penetapan Formasi Khusus

2 Pengadann ASH

. Proses Rekritmen ASN

b. Penstmpan Pengumiman Kelulusan

«, Berkas Lamaran yang tidak ditersma

d. Nota Usul Penganglatan ASH

¢, Open Bidding (Selekai Terbulia Jabatan)

3 Simtem Rekrutmen ASH

a, Pengelolaan sistem ekmatmen
” md.lnprnmdn::iﬂrmr:h'nhlmdm seieks

pegmwad

2 Tahun

& Tahun
2 Tahmn
| Tahun
i Tahun
2 Tahun

2 Tahun

3 Tahun

3 Tahun
3 Tahun
I Tahim
I Tahun
3 Tahun

3 Talun

Musrah

Musnah

Musnah
Musnah

MMusnah




Jemnis Arsip

Hetensi

2

HEI:-:rl.nEa.n
5

2| kisi kisi dan materi soal kompetenss dasar dan
kompetens kepegawnian
4) evaluasi dan analigis kelayakan maten kompetensi

h. Fasilitasi Peqyelengguraan Selelks
i Pelayanan teknis don admimstras: selekos
kompetens dasar dan kompetensi kepegawaian
] | Penyelenggaraan dan progolahan selobsi
) Sertifilas dan pelaporan
a. penyiapan dan pengelolann sertifileat keluhisan
b. pengelolas lnporan dan ovalussd seleksi

| Tahmn

Mui=nakh

O Mutnm Pegawa:

I. Upulan Alih Status, Pindeh Instansd, Pindah Wilayah Kesja,
Dperbantukan, Dipekerjakan. Penugnsan Sementara,
Mutas antar Perwakilan, Mutas ke dan dad Perwalkilan,
Pemmdahan Sementara, Persetujuan/ Pertimbangan Kepala
BEN

2. Usulan Kenaikan pangkat/golongan fiabatan

3, Usnlan F-u-nm,l.r.ﬂ.im—; dan pemberbentian d.n.lnm]l.'hll'.ln
strukitural / fungsional

&, 'Pﬁwann perubahan data dasar/status )/ kedudulkan
hubum pegawal

5, Usulan Peminpauan Mass Kena

f. Berlcas Badan Pertimbangin Jabatan dan Panghkat

1 Tahun

1 Tahun
1 Takir

1 Tahun

1 Tahun
2 Tahun

I Tahun

1 Tahun
1 Takhun

1 Tabhun

I Tabhun
5 Takun

Musnah

Musnish
Mhesnah

Musnah

Musnih
Musniah




Jenis Arsip Retensl Heterangan

2 o il o

E. Pengembangon Karr
1,  Usulan Tugas Belajar/(jin Belajar/ Driklat 1 Tahun I Tahun Musnah
Biirsis Magsng Uit Dinas) Prakiek Kerja i ristagsd

1] Perencanasn dan penyusunan analisis kebutuhan

2 Pelaksanzan

3] Pelaparan
4]  [jazah/5ural Tanda Tamat Pendidilan dan Pelatiban
(STTFL]/ Sertifikat

2, Usulsn Penyesuaian fjazah 1 Tahun 1 Tehun husnah
3. Penyusunan sisiem karer 2 Tahun 3 Tahun KMusnah
4. Htandar Rinerja Pegawad (SEE dan Penilaian Presasi Kena 1 Tahun 1 Tahun Buisnal
5. Angka Kredit

i  Pengajuan Daftar Usal Penetapan Angls Kredit I Tahun 1 Tahun Kfusnah

k. Penllpden Dafiar Usul Pesetapan Angka Kredit I Talmuan 1 Tahun Mlusnaly

F. H'.n:uja.
1 Hnﬂpﬂﬂnﬂﬁnu‘jndmﬂnndﬂrhﬁjn 2 Talun 3 Tahun Musmah

#, Sistem penilaian kinega ASN
b Stendar kinerja ahatan pegawal ASN
c. Penilajan kinerja pegawal ASN
2 Pengelobivin database dan anilisis sstem mformast kinerja 2 Tahiun 3 Tuhun Permanes
pagavwad ASHN
i Pengelolasn database penilaing lanesa pegaanl ASH
b. Analisis sistem informasi kinetja pegrwai ASH
c. Telas peniluian kinerja ASN
4 Hasil Evaluest dan pemantauan penilaian kinegs dan 2 Tabun A Tahun Musnakh
standar kinerja jabatan pegawsd ASN




1. P'El."thﬂ.bll:l'l.llll stmiiis E'upl:uurn.l'ln

n. Analisis staius kepegawainn

b. Pepyusunan pertinbangan status kepegawaian
2. Pertimbangan kedudukan kEepegawaian

Ko Jenis Arsip Retens Heterangan
1 & a L] L ]
T |G HKode E1ik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
l. Knde Etik Pegawei 2 tahun A tabiun Permsnen
2, Dasipdm 2 tahun 3 tahun Musnah
i Penegakan THsipkin
b. Peningkatan Dhsiplin
3. Pemberhentian 2 tahun 3 tahun Musnah
a. Pemberhenuan dengan horma
b, Pemberhentian tidak dengan hormat
c. Pemberhentian sementara
4. Pensiun 1 tshiin 1 tmhiiin Muisrsh
d. Administrasd Pensiun ASN dan Pejabat Negara
1} Adminisrras! pensiun ASN
2) Pereknman dan pemeliharnan data pensian
b. Penetapan Pensiun ASN 1 tahun 1 tahun Musnah
o, Penetapan Pertimbangan teknis penaiun ASH 1 tahun 1 tahun Musnah
d. Pensium pegpibal negar dan janda /dudanya 1 wwhun 1 wahiin Perimmien
1) Administras pensiun Pejabat Negara |Seloetariat)
2| Penyiapan pensiun pejabat negara [Sokretariat Daerah)
3} Penetmpan pensiun jenda/dods pejabat negam [BEN)
# H. Bantuan Holkum 2 tabun 3 tahun Mussah
1. Pemberdan Bantuan Hulkum
2. Bantuan Hubum Pegawal
g 1 Status don Kedudulion Pegowal 2 tahiun 3 tahiun Musnakh




M

Jenis Araip

]

a, Analisis kedudukan kepegawaian

b. Penyusunan pertimbangnn kedudukan kepegawaian
3. Penyvelesnian pengelolaan keberatan pegawai
4, Perselisihan /senghets hepegawaian

10

J.  Sistem Informasi Kepegawaian
[. Pengolahan dats dan informasd kepesaasdan
a. Pengolahan Dats
1) Pengelolaan database kepegawalan ASHN
2| Penyelesaian permasalahan data kepegawatan ASN

b, Informasi kepegawaian
1) Peoyajian informasi dan pemyusunan tabel referensad
kepegawaian ASN
2| Penvajian informasd dan penyvusunan tabel referens
kepeghwaian non ASN
3) Pengembangen dan pemanfastan kartu pegawim
elektronik
2. Pengembangan sistem informasi kepegawaian
3. Pengembangan sistem pengelolnan arsip kepegawisian
a. Arsip kepegawaian elektronik
1] Verifikas dan distribusi arsip kepegawalan
2| Perekaman dan arsip Kepegawalan
3 Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik
b, Arsip Kepepawainn Fisil

2 Tahkun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahiir

3 Tahun

3 Tahun

1 Tahun

1 Tahtin

Musnah

Musnah

K. Pengawassn dan pengendalian
1. Formasi, penpadaan dan pasca diklst
A Pelabssnaan peraturn perundsng-undangan
b. Monitoring dan Evalussi
¢, Relomendasi, evalusst dan pelaporan

2 Tahun

3 Tuhimn

Musnah




Jemis Arsip

F

2. Eepangkatan, pengangkatan, dan pembarhentian delam
jabatan

a. Pelaksanonn peraturan perandang-undangan
b. Mondtoring dan Evaluasi
¢. Rekomendasi, evaluss dan pelaporan

3. Gaji dan manjangan, kesejalieraan dan kinerjn
. Pelpksanaan peraturan perundang-undangan
b. Monitoring dan Evaluasi
. Rekomendas evalias dan pelaporan

4, Kode Eulk; disiplin, pemberhentian dan pensiun ASH
8. Pelakeansan peralurom perundang-undangan
b. Monitoring dan Evaluas
c. Belkomendast, evalunsi dan pelapaormn

5, Laporan Hasil Pengavwmsan dan Pengendalian 4 tahun 3 mhum Musnah
6. Berkasz sanggahan terhadap Peomasalahan Tenagn Honorer 2 tabum 3 tahun Misnah
] | Admirndstras Pegavnad

1. Surm 1 Tabhumn 1 Tuhun Musnah
2, Cuti SBakit, Cuti Bersalin, Cuii Tahumin 2 Tahun 1 Takhun Muznah
3 Cubh Alasan Periting 1 Tahuany 1 Tahun Musmah
4. Culi Besar dan Cuti Diluar Tanggungen Negara I Tahun 1 Tahum Musnah
5, Dokumentas ldentitas Pegnwd 1 Tabumn 1 Tahurn Musnnh

a Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karin/ Karsu

b Heanggotsan Orgamisssi Profes f Kedinasan

.. Laporan Pajak Penghasilan Pribwdi [(LP2F)

d. Keterangsn Penerimaan Pembayaran Penghasilan

Pegawal (KP4)

&, Berkas Kepegawninn dan Dafar Urat Kepanghatan (DUTK] 1 Tahun 1 Tahtiti Musnah




il

Jenis Arsip

h'.«\‘h!rﬂ.nﬁa.n

2

¥, Berkas Pengurusan Kenadlon Gagi Berlkala, Mutasi Gaji/ tunjangan

Musnah

1

Esasjahieraan Pegawad

. Berkns tentang Layanan Pemeliharnan Kesehatan Pegmawad

- Berkas tentang Layanan Asaransi Pegawai/BPJS

. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan

Berkns tentang Layanan Banmean Sosdal

. Berkas tentang Laynhsn Palaian Dinas

Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal larens Do
Berkas tentang Pemberian Tall Kaslh

Berkas ventang Pembernn Piagam Penghargaan dan Tanda Jass

. Berkns tentang Layanan Olahroags dan Relrens
. Berkaa tentang Medical Record

- R

-
=

Musnah

1. Berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil

2. Berkns pereeornngan PPPE [Hoposer)

3. Berkas Perseorangnn Peiabat Negara dan pejabal litnsya
vy disetaralinmn
o, Bupati dan Wakil Bupati

b. Pejabat Negara lninnys vang ditentulan oleh Undang-Undang

2 Tahun
2 Tahun
1 Tahun

B Tahiiin
8 Takun
1 Tabhumn

Musanah
Musnah

Permanen




M enis Arsip Retenai heterangan

1 2 3 4 s
4. Sekreraris Deerah Kabupaten Kota 1 Fahum 1 Tahun Permaien
5. Berkas perscornngin ASH vang berjass ) teckbat dalam I Tehumn I Tahun Permanen

peristiva berskala nasional
16f Cn Peniladan Kompestens:

1. Berkas Penilaian Kompetensd 1 Tahun 1 Tahun Kusnah
2. Hasill Peniiain Kompelensi 2 Tahun 3 Tabhmun MMuanah




JANGHKA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIE ARSIP HETERANGAN
AKTIF INAKTIF

1 2 a3 4 5

II1. | NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN

A. |HUKUM

1. |Program Legislasi:
a. Bahan /Maten Legislasi Pemerintah Kabupaten 1 tahun setelah 2 tahun Permanen

ditetapkan peraturan
b. Program Legislasi Pemerintah Kabupaten 2 tahun setelah 3 tahumn Permanen
ditetapkan peraturan

2. |Peraturan Daerah termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal sampai Selama berlaku 3 tahun Permanen
dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum

3. |Peraturan Bupat termasuk Rancangan Awal sampail dengan Rancangan Selama berlaku 3 tahun Permanen
Akhir dan Telaah Hukum

4. |Keputusan/Ketetapan Bupati termasuk Rancangan Awal sampai dengan Selama berlaku 3 tahun Permanen
Rancangan Akhir dan Telaah Hukum

5. |Keputusan Sekretaris Daecrah termasuk Rancangan Awal sampai dengan Sclama berlaku 3 tahun Permanen
Rancangan Akhir dan Telaah Hukum

6. |Instruksi/Surat Edaran
a, Instruksi/Surat Edaran Bupati Selama berlaku 2 tahun Permanen
b. Imstruksi/Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon 11 Selama berlaku 2 tahun Permanen

7. |Surat Perintah
. Surat Perintah Bupati Selama berlaku 2 tahun Permanen
b. Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon 11 Selama berlaku 2 tahun Musnah

8. |Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan /Petunjuk Teknis Selama berlaku 3 tahun Permanen
Termasuk Eancangan




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF

1 2 3 4 S

9. |Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (Moll)/Kontrak / Perjanjian Selama belaku 5 tahun Permanen
Kerja Sama
a. Dalam Negeri
b. Luar Neger

10, |Dokumentasi Hukum, berupa: Selama berlaku 5 tahun Serahkan ke
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perpustakaan
Surat Edaran Bupati

11. |Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum 1 tahun setelah proses 2 tahun Musnah
a, Berkas yvang Berhubungan dengan Kegiatan Sosialisasi atau Penyuluhan kegiatan dinvatakan
Hukum selesan dilaksanakan

12. |Bantuan, Konsultasi Hukum | Advokasi Sampai keputusan 2 tahun Permanen

berkekuatan hukum yang
tetap dan dipenuhi hak

13, [Kasus/Sengketa Hukum
a. Pidana Sampai keputusan 3 tahun Permanen
Berkas tentang Kasus/Sengketa Pidana, baik Kejahatan maupun Pelanggaran | berkekuatan hukum yang
: tetap dan dipenuhi hak
1) Proses Verbal mulai dari Penvelidikan, Penyidikan sampai dengan Vonis dan kewajiban
2) Berkas Pembelaan dan Bantuan Hukum
3) Telaah Hukum dan Opini Hukum
b. Perdata Sampai keputusan 3 tahun Permanen

Berkas tentang Kasus/Sengketa Perdata:

1) Proses Verbal mulai dari Penvelidikan, Penvidikan sampai dengan Vonis
2) Berkas Pembelaan dan Bantuan Hukum

3) Telaah Hukum dan Opini Hukum

berkekuatan hukum vang
tetap dan dipenuhi hak
dan kewajiban




JANGEA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
c. Tata Usaha Negara Sampal keputusan 3 tahun Permanen
Berkas tentang Kasus/Sengketa Tata Usaha Negara: berkekuatan hukum yang
1) Proses Verbal mulai deri Penvelidikan, Penvidikan sampai dengan Vonis tetap dan dipenuhi hak
2| Berkas Pembelaan dan Bantuan Hukum dan kewajiban
3) Telaah Hukum dan Opini Hukum
d. Perburuhan Sampai keputusan 3 tahun Permanen
Berkas tentang Kasus/Sengketa Perburuhan: berkekuatan hukum vang
1} Proses Verbal mulai dari Penyelidikan, Penyidikan sampai dengan Vonis tetap dan dipenuhi hak
2} Berkas Pembelaan dan Bantuan Hukum dan kewajiban
3} Telaah Hulum dan Opini Hulkum
e. Arbitrase Sampai keputusan 3 tahun Permanen
Berkas tentang Kasus/Sengketa Arbitrase; berkekuatan hukum yang
1) Proses Verbal mulai dari Penyelidikan, Penyidikan sampai dengan Vonis tetap dan dipenuhi hak
2) Berkas Pembelaan dan Bantuan Hukum dan kewajiban
3] Telaah Hukum dan Opini Hukum
f. Sengketa Adat Sampai Penyelesaian 3 tahun Permanen
14. |Perizinan
. Berkas Perizinan sejak Permohonan sampai dengan Diterbitkannya Surat | sampai dengan surat izin 2 tahun Permanen
izin diperbarui
b. Permohonan izin yang Ditolak 2 tahun setelah ditolak 3 tahun Musnah




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

ND. JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 k| 4 5
15, |Hak Atas Kekavaan Intelektual (HAKI)
A. Hak cipta Sampai HAKI 2 tahun Permanen
b, Hak Paten Sampai HAKI 2 tahun Permanen
1} Paten Biasa
2] Paten Sederhana
¢. Hak Desain Industri Sampai HAKI 2 tahun Permanen
d. Hak Rahasia Dagang Sampai HAKI] 2 tahun Permanen
e. Hak Merk Sampai HAKI 2 tahun Permanen
f. DTLS {Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) Samgal HAKI 2 tahun Permanen
16, |Permohonan HAKI vang Ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk, Setelah permohonan HAKI 2 tahun Musnah
Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) ditolalk
17. |Penghargaan Kelembagaan 2 tahun 3 tahun Permanen
B. |[ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
1. |Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Selama berlaku 3 tahun Permanen
a. Pembentukan
b. Pengubahan
¢, Pembubaran
2, |Uraian Jabatan dan Tata Kerja Selama berlaku 3 tahun Permanen
3. |Standar Kompetens Jabatan Struktural dan Fungsional Selama berlaku 3 tahun Permanen
4. |Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana 1 tahun 1 tehun Musnah
a. Ewvaluasi Struktur Organisasi
b. Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi
¢, Evaluasi Uraian Jabatan
d. Uraian Tata Laksana




NO.

JENIS ARBIP

JANGEA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

3

4

HETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

Telekomunikeasi:
Administrasi Penggunaan | Langganan Peralatan Telekomunikasi Meliputi:
Telepon, Radio, Teleks, TV Kabel, dan Internet

1 tahun

1 tahun

Musanah

Perjalanan Dinas:
a, Dalam MNegeri
b. Luar Negeri

2 tahun

3 tahun

Muanah

Administrast Penggunaan Fasilitas Kantor meliputi Permintaan dan
Penggunaan Ruang Gedung Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas, dan Fasilitas

Kantor Lainnva

2 tahun

3 tahun

Musnakh

Risalah / Notulen Rapat

a. Rapat Pimpinan Daerah

b. Rapat Pimpinan Eselon 1l dan 11
¢. Rapat Staf

1 tahun
1 tahun

1 tahun

4 tahun
4 tahun
4 tahun

Fermanen
Permanen

Musnah

Administrasi Penvediaan Konsumsi dan Akomodasi

2 tahun

3 tahun

Musnah

Pengurusan Kendaraan Dinas:

a. Pengurusan Surat-Surat Kendaraan Dinas

b. Pemeclibaraan dan Perbaikan

¢. Pengurusan Kehilangan dan Masalsh Kendaraan

2 tahun

3 tehun

Musnah

Pemelibaraan Gedung dan Taman:
Pertamanan / Landsocaping

Penghijauan
Perbaikan Gedung

Perhaikan Rumah Dinas/Wisma
Kebersihan Gedung dan Tamean

sRPoE

2 tahun

3 tehun

Musnah




NO.

JENIS ARBIP

JANGEA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

HKETERANGAN

2

3

4

Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, dan Komputer:
a. Perbaikan/Pemeliharaan
b. Pemasangan

2 tahun

3 tahun

Musnah

Ketertiban dan Keamanan

a, Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor, dan
Rumah Dinas:

1} Daftar Nama Satuan Pengamanan

2} Daftar Jaga/Daftar Piket

3) Catatan Gangguan / Pelanggaran [ Kejadian

4} Surat Izxin Keluar Masuk Orang atau Barang

2 tahun

3 tahun

musnah

b, Laporan Ketertiban dan Keamanan
1) Kehilangan
2| Kerusakan
3] Kecelakaan
4| Gangguan

2 tahun

3 tahan

musnah

Administrasi Pengelolaan Parkir

2 tahun

3 tahun

Musnah

1,

Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, dan
Pegawai Leinnya

2 tahun

3 tahun

Musnah

HUBUNGAN MASTYARAHAT

Keprotokolan:

a. Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan
Jamuan termasuk Acara Peringatan Hari-hari Besar)
b. Buku Tamu

¢. Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah

1 tahun

2 tahun
1 tahun

3 tahun

2 tahun
4 tahun

Musnah

Musnah
Musnah




JANGHKA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF

1 2 3 4 5
d. Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri
1) Kunjungan Dinas Pimpinan Daerah 1 tahun 4 tahun Peymanen
2) Kunjungan Dinas Pejabat Lain /Pegawai 1 tahun 4 tahun Musnah
e. Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat Selama Masih Berlaku 4 Tahun Musnah

2. |Dokumentasi/Liputan Kegiatan Pimpinan, Acara Kedinasan, dan Peristiwa- 2 tahun 3 tahun Musnah, kecuali
Peristiwa Hidang Masing-Masing, dalam Berbagai Media; kegiatan berskala
Kertas/ Foto /Video / Rekaman Suara/Multi Media nasional,

provinsi, dan
kabupaten,
Permanen

3. |Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi Kelembagaan:
a. Kliping koran 1 tahun 4 tahun Musnah
b. Brosur/Leaflet / Poster / Plakat 1 tahun 2 tahun Musnah
c. Pengumuman / Pemberitaan 1 tahun 2 tahun Musnah

4. |Hubungan Antar-Lembaga dan Pemerintah Daerah
a. Hubungan Antar-Lembaga Pemerintah 1 tahun 4 tahun Musnah
b. Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM 1 tahun 4 tahun Musnah
. Hubungan dengan Perusahaan 1 tahun 4 tahun Musnah
d. Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, termasuk Magang, 1 tahun 2 tahun Musnah
Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktik Kerja Lapangan [PKL)
. Forum Kehumasan (Bakohumas/ Perhumas) 1 tahun 2 tahun Musnah




JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
. Hubungan dengan Media Massa :
1} Siaran Pers/Konferensi Pers/ Press Releass 1 tahun 4 tahun Permanen
2) Kunjung Wartawan /Peliputan 1 tahun 2 tahun Musnah
3) Wawancara | tahun 2 tahun Musnah
5. |Dengar Pendapat/ Hearing DPRD Kabupaten 1 tahun 4 tahun Permanen
6. |Bahan/Materi Pidato/Sidang DPRD, Musyawarah Pimpinan Dacrah (Muspida) 1 tahun 4 lahun Permanen
Kabupaten
7. |Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, dan Jurnal 1 tahun 3 tahun Musnah kecuali
master Permanen
B. |Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik 1 tahun 3 tahun Musnah kecuali
master Permanen
0. |Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk, dan [klan 1 tahun 4 tahun Musnah
10. |Penghargaan / Tanda Kenang-kenangan 4 tahun 3 tahun Permanen
Administrasi Pemberian Penghargaan / Tanda Kenang-Kenangan kepada
Masvarakat vang Memilikd Jasa Prestas] Besar
11. |Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf 1 tahun 1 tahun Musnah




JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

NG, JENIS ARSIP HETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 | 4 =]
E. |PERLENGKAPAN/PERALATAN/KEKAYAAN DAERAH
1, |Ketentuan-ketentuan tentang Pengelolaan Barang Daerah Selama masih berlaku 5 tahun Permanen
2, |Bencana Eebutuhan Barang
a. usulan SKPD/OPD 2 @mhun 3 mhun musnah
b, Rencana/Daftar Kebutuhan Bareng (EKBU /DEKBU] Pemerintah Kabupaten 2 tahun 3 mhun musnah
3, | Standardisasi, meliput: Standardisasi Barang dan Harga Selama masih berlaku 3 tahun Permeanen
4, |Pengadann Barang dan Jasa 2 tmhun setelah Perda 5 tahun Musnah
a. Barang tentang
- Burnt Permintaan Penavwaran Hargs pertanggungjawaban
- Berita Acara Penjelasan Lelang APBD disahkan dan
- Berita Acara Evaluasi Teknis tindak lanjut basil
= Eviluas] Penawaran pemeriksaan telah selesai
- Burat Keputusan Pemenang
- Berita Acara Hasil Lelang
« HPS
- Memo peraetujuan PA/EPA
- Dokumen Pengadann
- SPPR.J
- Kontrak
- Berita Acars
- Laporan Pengadasan Barang
I, Jasa 2 tahun setelah Perda 5 tehun Musnah

- Buratl Permintaan Penawarmn Harga
- Berita Acara Penjelasan Lelang

- Berita Acara Evaluasi Telonis

- Evaluasi Penawaran

- Burat Keputussn Pemenang

- Berita Acara Hasml Lelang

- HFS

- Memo persetujuan PASEPA

tentang
pertangaungawaban
APBD disahkan dan
tindak lanjut hasil
pemerikannn telah sclesai




JANGHKA WAKTU PENYIMPANAN

HO. JENTE ARSIP HETERANGAN
AKTIF INAETIF

1 2 a 4 5
- Dokumen Pengadaan
- BPFR.J
- Kontrak
- Berita Acara
- Laporan Pengadasn Jass

5. |Peminjaman Barang Bergerak, meliputi: Alat Perlengkapan Kantor, 2 tmhun 5 tahun Musnah
KEendaraan Dinas, Barang [nventaris, dan Barang Bergerak Lainnya

6. |a. Bukt-bukt Kepemilikan Gedung/Bangunan meliputh: Ssrtifikat Tanah, Selama masih dimiliki 3 tahun Permanen
lzin Bangunan, Gambar Berikut Bestek (Rancang Bangun Gedung), Silsilah (Arsip Vital]/sampai
Rivaynl Bangunan, Cara Perolehan, dan Pengalihan Kepemilikan dengan penghapusan
b. Bukti-bukti Kepemilikan Barang Bergerak, meliputi: Kendaraan Dinas, Selama masih dimiliki 3 tahun Musnah
Barnng Inventaris, dan Barang Bergerak Lainnya {Arsip Vital) /sampal

dengan penghapusan

7. |Administrasd Pergudangan meliputi: Bubu Gudang, Buku Pengadaan, Bulku Bampai diperbaral 3 mhun Musnah
Penerimann Barang, Buku Pengeluaran Barang, Karfu Barang, Kartu
Peraediasn Harang, dan Laporan Mulas: Barang

8. |Pemeliharnan Barang meliputi: Pemeliharaan dan Perbaikan Peraboi Kantor, 2 tahlan 3 tahun Musnah
Kendaraan Dinas, dan Barang Inventans Lainnya serta Balik Nama Barang

0, |Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK] 2 tahun 3 tahun Musnah

10. |Inventaris Baramg:
a. Barang Bergerak Belama Masih Berlaku 3 tahun Musnah
b. Barang Tidak Bergerak Selama Masih Berlaku 3 tahun Pormanen




JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

Formulir [stan

Daftar Petugns Perekamisn

Jadwal Pelaksanaan

Laporan Hasll Perekaman dan Pemuktahiran Data

ap TR

N, JENIS ARSIP HKETERANGAN
AETIF INAKTIF

1 2 | 4 5

11. |Distribusi meliputi:
a. Barang Habis Pakai Belama Masih Berlaku 3 tabun Musnah
b, Barang Bergeralk Selama Masih Berlaku 3 tahun Musnah
¢, Barang Tidak Bergerak Selama Masih Berlaku 3 tahun Permanen

12. |Penghapusan (Penjualan, Pemindahtanganan, Tukar Guling, Hibah) Gedung Belama masih beriaku B tahun Permanen
Bangunan dan Kelenghkapan Persyvaratannya

13, |Kssus Penolakan Pembelinn Bumah Dinas aleh Penghunif Buken Penghuni, Sampai kasus selesai B tahun Permanen
meliputi; Permohonan dan Hasil Pembahasan Persyvaratannya

F. |TEEROLOGI INFORMABI DAN KOMUNIHABI

1. |Rencana Strategis/ Moster Plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM) Belama masih berlaku 5 tahun Permanen

2. |Dokumen Arsitekiur 1 tahun 5 tahun FPormanen
a. Sistem Informasi
b, Sistemn Aplikasi
¢, Infrastrulktur

J. |Dokumentasi implementas 1 tabun 5 tahun Permanen
g. Bistem Informasi
b Sistem Aplikasi
¢, [Infrastrulktur

4, |Perekaman dan Pemuktahiran Data 1 tahun 3 tahun Musnah




NO. JENIS ARSIP W e ey KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 a a3 4 5
5. |Migmsi Sistem Aplikasi dan Data 1 tahun 3 tahun Musnakh
a. Perencanaan Migras
b, Pelaksanasan Migrasi
€. DBerita Acara Kegiatan Migrasd
d. Daftar Sistem Aplikasi dan Data vang Dimigrasi
g. Laporan Hasil Migrasi
6. |Dokumen Hosting 1 tahun 3 tahun Musnah
8. Formuliv Permintann Hosting
h. Laporan Hasil Uji Kelayakan
r. Laporan Pelaksannan Hosting
7. |Layanen Bock-up Data DHgiial 2 tahun 3 tahun Musnah
. (FENELITIAN, FENGHAJIAN, DAN PFENGEMBANGAN
1. |Penelitien, Pengkajian, dan Pengembangan mulsd dan Bancangan Awal 2 tahun 3 tahun Permenen
sampai dengan Akhir termasuk Catatan-catatan Perkembangan dan Log
Hoolk
a. Administrasi Penelitinn, Penghajian, dan Pengembangan meliputi: Eencana
Kera, TOR Proposal, Pembentukan Tim Kerja, dan Surat-Menyurat
. Hasil Penelitian dan Pengembangan
. Hasil Pengkajian Kebijakan dan Strategi
2. |Sosialisasi dan Discminasi Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan 1 tahun 2 mhun Musnah
3. |Bimbingan Teknis Penelitinn, Pengkajian, dan Pengembangan 1 tahun 2 tahun Musnah
4, |Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan 1 tahun 2 tmhun Musnah
5. |Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan
a. Dxia 2 tahun 4 tahun Permanen
b. Siatistik 2 tahun 4 takiun Permanen
. Jurnal Hasil Penelitinn/ Penglajian 2 tahun 2 tahun Musnah, kecuaki
master Permanen|




NG, JENIE AREIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
. |Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan 1 tahun 4 tahun Musnah
7. |8eminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop 1 tahun 4 tahuin Muzsnah
H. |PENGAWABAN
1. |Fencana Pengawasan
a. Rencana Strategis Pengawasan 2 mhun 3 tahun Permanen
b. Rencana Eerja Tahunan 2 tahun 3 takuin Permanen
e, Reneana Kinerja Tahunan 2 mhun 3 tahun FPermancn
d, Penetapan Kinerja Tahunan 2 tahun 3 takwmn Permanen
&, Rakor Pengavwasan Tingkat Dasrah 2 tahun 3 tahun Musnah
f. Program Kegja Pemeriksaan Tabunan 2 tahiin 3 tehun Musnah
2. |Pelaksansan Pengawasan
a. Laporan Hasil Audit (LHA|, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHF), Laporan Sampal tindak lanjut 3 tahun Musnah
Hasil Pemeriksann Operasional (LHPO|, Laporan Hasil Evaluasi (LHE], solesai
Laporan Aluntan [LA), Laporan Auditor Independen (LAl), yang memeriulean
tindnk lnmjut [Ty
by, Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasdl Pemeriksaan [LHF), Laporan 2 tmhun 3 tahun Musnah
Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO|, Laporan Hasil Evaluasi (LHE],
Laporan Akuntan (LA), Laperan Auditor Independen (LAI), yang tidak
metteriulean tindak lanjut [TL)
¢. Laporan Hasil Audit (LHA) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi Setelah kepufusan 4 tahun FPermanen
(TPE) dan memerlukan tindak lenjut mempunyal kelkuatan
hukum tetap
d. Lapornn Perkembangan Penanganan Sunit Pengadunn Masyarakat 1 tahum 2 tahun Muanah
e. Laporan Pemutakhiran Data Tindals Lanjut Temuan 1 tahun 3 tahun Permanen
f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara [ Barang Milik Dacrah 2 tahun setelah 3 tahun Permanen
diperbarui
g. Laporan Kegiatan Pendampingan Peniyusunan Laporan Keuangan dan 2 mhun 3 tahun Musanah

Reviu Pemerintah Daerah




JANGEA WAKTU PENYIMPANAN

JENIS ARSIP HETERANGAN
AKTIF INAKTIF
b | 3 4 -]
h. Good Corporate Governance (GCG) Sistem Pengendatian Intern Pemerintah 2 tahun 3 tahumn Permanen
(SFIF
. |Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Laporan Hasil Pemeriksnan (LHP|, Laporan Haail Pemerikssan Operasional Bampai tindak lanjut 3 tahun Musnah
(LHPO) vang memerlukan tindak lanjut geleaad
b:. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil pemeriksaan Operasional 2 tahun 3 tahun Musnah
(LHPO) yang tidak memerluken tindak lanjut
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Lampiren [I Peraburan Bupah Tanjung Jabung Tumur
Nomor 44 tahun 20722
Tanggal 4 Desembepr aoid

Hal

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan substantf
Pemenintah kahupaten Tenpung Jabung Tomur

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO.

JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

4

5

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Kebijakan

Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran ingkungan, pengendalian
kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah. penataan
hukum lingkungan, komunikasi lingkungan dan pembeardayaan masyarakat, pembinaan sarana

teknis ingkungan, dan peningkatan kapasitas

1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan:
a. Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah
. Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor
¢. Kajlan Dampak Lingkungan
d. Pengembangan Perangkat Kebijakan
2. Penyiapan Bahan
3. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan
4, Pengumpulan dan Pengolahan Data
5. Penstapan dalam Bentuk NSPK ;

e

2 tahun sejak penstapan keputusan
yang terbaru

3 tahun

Permanen

Tata Lingkungan
1. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
a. Inventarisasi, Penerapan Ekoregion, dan Rencana Pelindungan, serta Pengelclaan

Lingkungan Hidup

2 tahun

3 tahun

Fermansn

pre

T




NO.

JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF INAKTIF

KETERANGAN

2

3 4

1] Dokumeniasi Inventarisasi
2) Pedoman Inventarisasi
3) Penetapan Ekoregion

4) Rencana Palindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten

5} Pedoman Penyusunan RPPLH Kabupaten
b. Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

1) Evaluasl Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam

2} Kebijakan Pemanfagtan Sumber Daya Alam

2, Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
a. Eveluasi Penerapan
b. Perencanaan Lingkungan Hidup

3, Ekonomi Lingkungan
a8 Perencanaan

1) Valuasi Ehonomi
2} Imtemalisasi Lingkungan
b. Insentif dan Pendanaan Lingkungan

4. Dampak Lingkungan

& Bimbingan Teknis Dampak Lingkungan

b. Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan
1) Penilaian Dokumen Lingkungan
2) Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

c. Ewvaluasi dan Tindak Lanjut
1) Evaluasi
2) Tindak Lanjut

o o

2 tahun 3 tahun

2 tahun 3 tahun

2 tahun B tahun

2 tahun 3 tahun
2 tahun B tahun

2 tahun Btahun

Permanen

Musnah

Permanen

Musnah
Permanen

Permanan




NO.

JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF INAKTIF
J 4

KETERANGAN
5

2

Pengendalian Pencemaran Lingkungan
1, Pemantauan dan Pengawasan
8, Manufakiur, Prasarana, dan Jasa
1) Industri Kimia
2) Industri Logam, Elektronika, dan Mesin

3) Aneka Incustri

4) Prasarana dan Jasa
b. Pertambangan, Energi, Minyak, dan Gas
¢. Agro industri dan Usaha Skala Kecil

1) Petemakan dan Perikanan

2] Perkebunan

3) Kehutanan dan HoltikuRura

4) Usaha Skala Kecil
d. Udara Sumber Bergerak

1) Transponasi Air dan Udara

2) Transportasi Darat
3) Transporiasi Kendaraan Berat

2. Evaluasi dan Pengembangan
a. Manufakiur, Prasarana, dan Jaza

1) Industri Kimia
2) Industri Logam, Elektronika, dan Mesin
3) Aneka Industri
4) Prasarana dan Jasa
b. Pertambangan, Energi. Minyak, dan Gas
c. Agro Industri dan Usaha Skala kecil

-

=t

2 tahun 3 tahumn

2 tahun A tahumn
2 tahun 3 tahun

2 tahun 3 tahun

2 tahun 3 tahumn

2 tahun 3 tahun
2 tahun 3 tahun

Fermanen

FPermanen
FParmanen

Permmanan

Musnah
Musnah

1) Petemakan dan Perkanan




NO.

JENIS ARSIP

JANGHA WAKTU PENYIMPANAMN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

3

4

2] Perkebunan
3) Kehutanan dan Holtikultura
4) Usaha Skala Kecil
d. Udara Sumber Bergerak
1} Transportasi Darat, Air, dan Udara
2) Transportasi Kendaraan Berat

Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan |khm
1. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan
a. Pengembangan
1) Sumber Daya Genetik
) Keamanan Hayati
b, Pemanfaatan
Sumber Daya Genetik
. Pengelolaan Sumber Daya Genetik
1) Pengembangan dan Pemanfaatan
2) Pemantauan dan Pengawasan
d. Keamanan Hayati
1) Pengembangan dan Pengelolaan
Z) Pemamtauan dan Pengawasan
e, Pengendalian Kerusakan Lahan
1) Lahan Budidaya
2) Lahan Mon Budidaya

2. Kerusakan Ekosistemn Perairan Darat
a, Kerusakan Ekosistem
1) Sungai
2) Kerusakan Ekosistem
3} Pengelolaan Kualtas Air

a

2 tahun

3 tahun

Musnah

2 tahun

2 tahun

2 tahun

2 tahun

2 tahun

2 tahun

3 tahuin

3 tahun

A tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahiur

Pernanen

Permanen

Permanen

Permanean

Permanen

Permmanean




NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
AKTIF INAKTIF | "o CRANGAN
1 2 3 4 B
b Danau 2 tahun 3 takhun Permanen
1) Pengendalian Kerusakan Ekosistem
2) Pengelclaan Kualitas Air
¢ Rawa 2 tahun 3 tahun Permanen
1) Rawa Gambut
2) Rawa Bukan Gambut
3. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut 2 tahun 3 tahun Permanen
a. Pencegahan
b. Penanggulangan
c. Pemulihan
4. Mitigasl dan Pelestarian Fungsl Atmosfer
a. Perangkat Mitigasi 2 tahun 3 tahun Parmanen
b. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 1 tahun 1 tahun Musnah
1) Laparan Inventarisasi GRK
2) Data Bidang Inventarisasi GREK
¢. Pengendalian Bahan Perusak Ozon 2 tahun 3 tahun Permanen
1} Surat Rekomendasi kepada Importir Terdaftar dan Bahan Perusak Ozon
2) Hibah Bantuan Luar Negeri Terkait Program Pelindungan Lapisan D'z;pn
d. Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan 2 tahun 3 tahun Permanen
5. Adaptasi Perubahan |klim
a. Perangkat Adaptasi Perubahan [klim
1) Pengembangan Perangkal Adaptas| Perubahan Iklim e 1 tahun 1 tahun Musnah
2) Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perubahan Iklim 2 tahun 3 tahun Permanen




NO.

JENIS ARSIP

2

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

3

b. Kerentanan Perubahan lklim
1) Idenfifikasi dan Analisis Kerentanan Perubahan [klim
2) Media Kliring Kerentanan Perubahan 1klim

Pengelolaan B3, Limbah, dan Sampah
1. Pengelolasn Bahan Berbahaya daen Eeracun
a. Reglstrasi dan Notifikasi
1} Registrasi
2) Motifikasi
b. Pemantauan

1) Sektor Industri
2 Sektor Non-Indusiri
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut
1) Sektor Industri
2] Sektor Non Industri

2. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pengumpulan dan Pemanfaatan

Fengangkutan dan Pengalahan

Penimbunan dan Dumping

Motifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas

1} Motiflcas

2) Rekomendasi Limbah Lintas Batas

apow

3. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulinan Kontaminas! Limbah B3
a. Pemantauan
1) Pertambangan, Energi, dan Minyak, dan Gas
2) Manufaktur

4

2 tahun

3 tahun

Permanen

bt

1 1ahun

2 tahun

1 1ahun

2 tahun

1 tahun

i tahun

3 tahun

1 tahun

3 tahun

1 tahun

Permanen

Permanen

Permanen

Permanen

Musnah




NO.

JENIS ARSIP

JANGHKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

4

3) Agroindustri
4) Prasarana, Jasa, dan Non-Institusi

b. Tanggap Darurat dan Pemulihan ¥ontaminasi
1) Pertambangan, Enaergi, Minyak dan Gas
2} Manufakiur
3) Agroindustri
4) Prasarana, Jasa, dan Mon-Institusi

4. Pengelolaan Sampah
3. Pembatasan Sampah
b. Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
¢, Pembeniukan Dewan Adipura
d. Penstapan Pemenang Adipura

2 tahun

1 tahun

3 tahun

1 tahun

Fermansn

Permanean

|

Hukum Lingkungan
1. Hukum Administras| Lingkungan
&, Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan
1) Pengelolaan Pengaduan
2) Pengembangan Pengaduan
b. Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan
1) Penerapan Hukum Administrasi Lingkungan

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan
a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
1) Administrasi Gugatan

2) Gugatan

Z) Pengembangan Hukum Administrasi Lingkungan

1 tahun

£ tahun

2 tahun setalah kasusiperkara
mempunyai kekuatan hukum tetap

1 tahun

3 tahun

3 tahwn

Musnah

Musnah

Permanen




NO.

JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

3

4

b. Penyelesalan Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan
1) Kerugian Negara dan Masyarakat
2) Lembaga Penyedia Jasa Penyslesalan Sengketa Lingkungan Hidup

3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

a. Penyidikan
1) Administrasi Penyidikan
2) Pelaksanaan Penyldikan

b. Koordinasl Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
1) Koordinasi panuntutan
2) Evaluasl dan tindak lanjut

e, Koordinasi Pembinaan Penyldik Pegawai Megeri Sipil

2 tahun setelah kasus/perkara
mempunyal kekualan hukum tetap

2 tahun

2 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

Permanen

Parmanan

Musnah

Komunikasi Lingkungan dan Pembardayaan Masyarakal
1. Komunikasi Lingkungan
a. Pengembangan Komunikasi
1) Program Komunikasi
2) Evaluasi Komunikasi
b, Publikasi dan Kampanye
1) Publikasi
2) Kampanye

2. Penguatan Inisiatif Masyarakat
a. Komunitas Pendidikan Lingkungan

1) Pengembangan dan Bimbingan
2) Evaluasi
b. Kearifan Lingkungan
1) Inventarisasi
2) Revitalisasi

2 tahun

2 tahun

2 tahun

2 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

Musnah

Musnah

Farmenen

Fermanen




NO.

JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

2

INAKTIF

HET'ERAHGAH]

3

|

3. Peningkatan Peran Masyarakat
a. Masyarakat Perkolaan
1) Masyarakat Kawasan Permukiman
2) Masyarakat Kawasan Rentan
b. Masyarakat Pedesaan
1) Masyarakal Patani
2) Masyarakat Nelayan

4, Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
a. Organisasi Sosial Dan Masyarakat
b. Organisasi Profesi dan Dunia Usaha

5. Penghargaan Lingkungan

2 tahun

2 tahun

2 takhun

3 tahun

3 tahun

3 tahum

FPermanen

Permanen

Pemianen

Pembinaan Sarang Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas
1. Data dan Informasi Lingkungan
a. Pengelolaan Data
1) Pengumpulan dan Pengolahan Data
2) Manajeman Basis Data
b. Pengelolaan Informasi
1) Analisis Data dan Penyajian Informasi
2) Perpustakaan
c. Pengembangan Perangkat Lunak
1) Pengembangan Instrumen Layanan Informasi
2) Pengembangan Instrumen Analisis Data
d. Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan
1) Pengembangan Sistem Jaringan
2) Pemeliharaan Jaringan

2 tahun sefelah data diperbarul

£ tahun setelah data diperbarul

2 tahun setelah sistem
ditingkatkan/dikembangkan

2 tahun setelah sistem
ditingkatkan/dikembangkan

3 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

Pernanen

Fermanen

Musrnah

Musnah




NO.

JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

3

4

2. Kelembagaan Lingkungan
a. Melernbagaan dan Tata Lakeana

1) Pengembangan Kelembagaan
2) Tata Laksana
b, Fasiltasi Standar Pelayanan Minimal
Fasiktasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten

3. Standardisasi dan Teknologi
a. Standardisasl Manajemen dan Pengujian Lingkungan
1} Perangkat Manajemen Lingkungan
2) Pengujian Lingkungan
b. Standardisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
1) Kompetensi Keahlian Lingkungan
2) Kompetens| Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
¢, Teknologi Ramah Lingkungan
1) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan
2) Verifikasi Teknologi Ramath Lingkungan

4, Fusal Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
a. Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
1) Pemantauan Kualitas Lingkungan »
2] Kajian Kualitas Lingkungan
b. Laboratarium Rujukan dan Pangujian

1) Laboratorium Rujukan
2} Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi

2 tahun

2 tahun setelsh ditstapkan standar
baru

Z tahun

2 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

Permanen

Permanen

Fermanen

Femmanen




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
NO. JENIS ARSIP AKTIF INAKTIF KETERANGAMN
1 2 3 4 5
I, |Ruang Terbuka Hijau

1. Lokasi Ruang Terbuka Hijau 2 tahun 3 tahun Permanen
a. Inventarisasi
b. Penetapan Lokasi
¢. Perencanaan Grand Design

2. Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 2 1ahun 3 tahun Permanen
Perencanaan, Penyediaan, Pembangunan, Pemeliharaan

3. Pengawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a. Sosialisasi 2 tahun 3 tahun Musnah
b. Pemangkasan Pohon 2 tahun 3 tahun Musnah
c, Pengaduan 2 tahun 3 tahun Musnah
d. Pemantaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2 tahun 3 tahun Musnah

4, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 2 tahun 3 tahun Permanen

5. Kemitraan Ruang Terbuka Hijau
a. Kerja sama 2 tahun setelah perjanjian, kerja sama| 3 tahun Permanen

berakhir dan kewajiban para pihak

b. Pengembangan, Inveniasi telah ditunaikan

-




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
Il. [URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
A |Perumusan Kebljakan Rencana Pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka | 3 tahun setelah ditetapkan kebijakan | 7 tahun Permanan
Panjang (RPJP) Master Pian, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana baru
Fembangunan Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD)
1. Pengkajian dan Pengusulan Kebljakan
2. Penyiapan Kebijakan
3. Perumugan dan Penyusunan Bahan
4. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan
5. Penetapan dalam Bentuk Peraturan Perundang-undangan
B. |Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 3 tahun T tahun Parmanen
1. Musrenbang Kabupaten
2. Musrenbang Kecamatan
3. Musrenbang Kelurahan/Desa
C. |Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2 tahun 3 tahun Permanen
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2 tahun 3 tahun Permanan
3. Rencans Anggaran Daerah 2 tahun 3 tahun Permanen
4. Rencana Pembangunan Tahunan i 2 tahun 3 tahun Parmanen
5. Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah 2 tahun 3 tahun Parmanen
6. Program Kerja Tahunan
a. Usulan Unit Kerja Beserta Data Pendukungnya 1 tahun 1 tahun Musnah
b. Program Kerja Tahunan Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 1 tahun 1 tahun . Musnah
¢. Program Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten 1 tahun 1 tahun Permanen




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
2 3 4 5
7. Penetapan/Konirak Kinerja
a. Pimpinan Daerah 2 tahun 3 tahun Permanen
b. Pimpinan Perangkat Dasrah 2 tahun 3 tahun Permanen
c. Pimpinan setingkat Eselon |Ii dan |V 2 tahun 3 tahun Musnan
8. Laporan
a. Berkala
1) Laporan Bulanan 1 tahun 1 tahun Musnah
2) Laporan Triwulan 1 tahun 1 tahun Musnah
3) Laporan Semesteran 1 tahun 1 tahun Musnah
4) Laporan Tahunan Unit Kerja 1 tahun 2 tahun Musnah
5) Laporan Tahunan Organisasi Perangkal Daerah (OPD) 1 tahun 2 tahun Permanean
6) Laporan Tahunan Pemerintah Kabupaten 1 tahun 2 tahun Permanen
7) Laporan Peranggungjawaban Bupati 1 tahun 2 tahun Permanean
8) Laporan Indikator Kinerja Ltama Pemerintah Kabupaten 1 tahun 2 tahun Permanen
9) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 1 tahun 2 tahun Permanen
10) Leporan Maturitas Sistem Pengendalian Interm Pemearintan i tahun 2 iahun Permanen
11) Laporan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan 1 tehun 2 tahun Permanen
b. Laporan Insidental 1 tahun 2 tahun Permanen
8. Evaluasi Program
a Unit Kerja Setingkat Eselon |l dan IV 1 tahun 1 tahun Musnah
b. Unit Kerja Setingkat Eselon || 1 tahun 1 tahun Permanen
¢, Pemerintah Daerah Kabupaten 1 tahun 1 tahun Permanean
. |Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 2 tahun 3 tahun Permanen
Konsultasi Perencanaan Pembangunan 2 tahun 3 tahun Musnah




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 i 3 4 5

F. |Pemantauan, Evaluasi, Penilalan, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 1 tahun 1 tahun Permanen

G. |Aksi Strategis Daerah 3 tahun 7 tahun Permanen
1. Rancangan Awal Perencanaan Aksi Sirategis Daerah
2. Rapat Pembahasan Rancangan Awal dengan Crganisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Sosialisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
4. Rancangan Akhir Psrencanaan Aksi Strategis Daarah
5. Penetapan Perencanaan Aksi Siralegis Daerah

H. |Perencanaan Pendanaan Pembangunan
1. Pendanaan Luar Negeri dan Hibah 3 tahun 7 tahun Permanen
2. Pendanaan Dalam Negeri 3 tahun 7 tahun Permanean
3. Kerja Sama Pembangunan Nasional 3 tahun setelah kerja sama berakhir | 7 tahun Permanen
4. Surat Berharga Syariah Negara 3 tahun T tahun Permanen
5. Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Bary 3 tahun T tahun FPermanen

[ E



JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

MO, JENIS ARSIP AKTIF INAKTIF KETERANGAN
1 2 3 4 5
. |JURUSAN PERPUSTAKAAN ==y
A. |Kebijakan Perpustakaan meliputi Kebijakan di Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan | 2 tahun sejak penetapan keputusan | 3 tahun Permanen
Jasa Informasl dan Sumber Daya Perpustakaan yang terbaru
1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
2. Penyiapan Kebijakan
3. Perurmusan dan Penyusunan Bahan
4. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan
5. Penetapan dalam Bentuk NSPK meliputi Kajlan Kebtutuhan Bahan Perpustakaan,
Kajian Pengalahan Bahan Perpustakaan, Pedoman Pengolahan, Pembakuan
Perpustakaan, Kajian Kepuasan Pemustaka
B. |Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
1. Deposit Bahan Pustaka
a. Sersh Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 2 tahun 3 tahun Permanen
b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman 2 tahun 3 tshun Permanen
¢, Terbitan Intemasional dan Regional 2 tahun 3 tahun Musnah
d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 1 tahun 1 tahun Musnah
2. Bibliografi dan Katalog Z tahun 3 tahun Permanan
1) Bibliografi Daerah (BD) .
2) Katalog Induk Daerah (KID) -
3} Katalog Dalam Terbitan (KDT)
f. Pendaftaran Nomor intemmational Standard Book Number {ISBN) 2 tahun 3 tahun Parmanen
g. Pendaftaran Nomor International Standard Music Number (1SMN) 2 tahun 3 1ahun Permanen




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

NOD. JEMIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
2. Pengembangan Koleksi
a. Akuisisi
1) Pambelian 3 tahun 7 tahun Musnah
2} Hibah 2 tahun setelah 3 tahun Permanen
diperlanggungjawaban
3) Hadiah 1 tahun setelah 1 tahun Musnah
dipertanggungjawaban
4) Tukar Menukar 1 tahun setalah 1 tahun Musnah
dipertanggungjawaban
5) Implementasl Undang-Undang KCKR 2 tahun 3 tahun Musnah
8) Terbitan Intermal 1 tahun setelah diterbitkan 1 tahun Musnah
7} Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus 1 tahun 1 tahun Permanen
8) Inventarisasi Koleksi (Buku Induk) 2 tahun setelah diperbarui 3 tahun Permanen
b. Pengolahan Bahan Pustaka 2 tahun 3 tahun Permanen
c. Pangkalan Data Katalog Koleksi 2 tahun setelah data diperbarui 3 tahun Permanen
3. Jesa Perpustakaan dan Informasi
a. Keanggotaan 1 tahun setelah data diperbarul 1 tahun Musnah
b. Sirkulasi 1 tahun 1 tahun fusnah
c. Referensi 2 tahun 3 tahun Musnah
d. Alih Aksara, Alih Bahasa, dan Kajian Naskah Nusantara 1 tahun 1 tahun Musnah




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

d. Kurasi Digital

NO. JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
&, Kerja Sama Perpusiakasn
1) Mol 2 tahun setelah Mol/ berakhir 3 tahun Fermanen
2) Perjanjian Kerja Sama 2 tahun satelah perjanjian kerja sama] 3 tahun Musnah
berakhir
3) Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerja Sama Intermnasional £ tahun 3 tahun Permanen
f. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
1) Pangambangan Sius Web 1 tahun 1 tahun Musnah
2) Pangambangan Kemas Ulang Informasi Multimedia 2 tahun 3 tahun Musnah
3) Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan 2 tahun setelah aplikas| 3 tahun Permanen
diperbarul/dikembangkan
4) Pengembangan Pangkalan Dala Kepustakaan Digital 2 tehun setelah data diperbarui 3 tahun Permansan
g. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan £ tahun setelah data diperbarui 3 tahun Parmansn
4. Preservasl Bahan Pustaka
a. Konservasi 2 tahun 3 tahun Musnah
1) Perawatan Bahan Perpustakaan H
2) Perbalkan Bahan Perpustakaan
3} Penjilidan Bahan Perpustakaan
b. Reprografl (Mikrofitm, Reproduksi Foto) 2 tahun 3 tahun Musnah
©. Transformasi Digital . 2 tahun 3 tahun - Musnah
2 tahun 3 tahun Permanen




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

NOD. JENIS ARSIP ARTIF INAKTIF KETERANGAN
1 2 3 4 5
C. |Sumber Daya Perpustakaan
1. Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca
a. Pengembangan Perpustakaan 2 tahun 3 tahun Musnah
1) Perpustakaan Umum
2) Perpustakaan Khusus
3) Perpustakaan Sekolah
b. Akreditasi Perpustakaan
1) Parmintaan Akreditasi 1 tahun setelah penetapan 1 tahun Musnah
2} Pemberian Akreditasi 1 tahun setelah penetapan 1 tahun Musnah
3) Pangkalan Data Perpustakaan yang Diakrediasi 2 tahun setelah data diperbarui 3 tahun Permanen
c. Pangkalan Data Perpustakaan 2 tahun setelah data diperbarul 3 tahun Permanen
1) Momor Pokok Perpustakaan
2) Perpustakaan Berbasis Wilayah
d. Pemasyarakatan Minat Baca 2 tahun 3 tahun Musnah
e, Organisasi Perpustakaan 1 tahun 1 tahun Musnah
1) Forum Perpustakaan Umum
2} Forum Perpustakaan Ehusus
3) Forum Perpustakaan Sekolah
5) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca
8) Organisasi Perpustakaan Lainnya
2, Pengembangan Pustakawan
a. Senifikasi Tenaga Perpustakaan 2 tahun 3 tahun Musnah
b. Pembinaan Tenaga Perpustakaan 2 tahun 3 tahun Musnah
¢, Penerbitan Jurnal (Master) 2 tahun 3 tahun Permanen
d. Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan 2 tahun 3 tahun Musnah

1) Tim Penilal Instansi/Perpustakaan Kabupaten
2) Tim Penilal Pusat




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

NO. JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 -]
a, Pamasyarakatan 2 tahun 3 tahun Musnah
f. Evaluasi Tenaga Perpustakaan 2 tahun 3 tahun Musnah
g. Pangkalan Data Tenaga Perpustakaan 2 tahun setelah data diperbarui 3 tahun Permanen
h. Pangkalan Data Tim Penilai Perpustakaan 2 tahun setelah data diperbarui 3 tahun Fermanen

L




JANGHKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN
;v SEME A AKTIE INAKTIF
1 2 3 4 -]
V. [URUSAN PENDIDIKAM DAN PELATIHAN
A.  |Kebijakan
Kebijakan Bidang Diklat 2 tahun sejak penetapan 3 tahun Permanen
1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan keputusan yang terbaru
2. Penylapan Kebijakan
3, Perumusan Kebijakan
4, Masukan dan Dukungan Kebijakan
E. Penstapan NSPK
B. [Pendidikan dan Pelatihan
1. Pengembangan Program dan Pembinsan Dikiat
a. Standardisasi 2 tahun 3 tahun Permanan
b. Akreditasi
1} Institusi Penilal 2 tahun 3 tahun Musnah
2) Program/institusi yang Dinilai 2 tahun 3 tahun Permanen
c. Kurikulum dan Modul 2 tahun 3 tahun Permanen
d. Sistem Informasi 2 tahun 3 tahun Permanen
&. Monitoring dan Evaluasi 2 tahun 3 tahun Permanen
f. Konsultasi, Advokasl, Asistensi Diklat 1 tahun 1 fahun Musnah
2. Pembinaan Widyaiswara
a. Seleksi dan Pengembangan 1 tahun 1 tahun Musnah
b. Sertifikasi 2 tahun 3 tahun Musnah
¢. Monitoring dan Evaluasi 2 tahun 3 tahun Permanen
d. Penilaian 1 tahun 1 tahun Musnah
e, Konsultasl, Advokasl, dan Asistensi 1 tahun 1 tahun Musnah
f. Sistem Informasi 2 tahun setelah diperbarui 3 tahun FPermanen
3. Penyelenggaraan Diklat .
8. Perencanaan. Peseria, Pengajar, Penjadwalan e s 1 tahun 1 tahun Musnah
b, Penyelenggaraan 1 tahun 1 tahun Musnah
c. Konsultasi, Advokasi, Asistensi Penyelenggaraan Diklat 1 tahun 1 tahun Musnah




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERAMNGAN
NO JENIS ARSIP AKTIF INAKTIE
1 ] 2 ) 3 4 5
d. Pengembangan Bshan Ajar dan Metodalogi Pembelajaran 2 tahun 3 tahun Musnah
8. Sistem Informasi Diklat 2 tahun 3 tahun Permanen
f. Monitoring dan Evaluasi 2 tahun 3 tahun Permanen
1) Penyelenggara
2) Pasca-Diklat
g. Alumni 21tahun 3 tahun Permanen




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN
JEMN P
NO. AR AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
V. |URUSAN KEARSIPAN
A, |Kebljakan
Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip 2 tahun sejak penetapan keputusan 3 tahun Permanen
1. Penghajian dan Pengusulan Kebijakan yang terbamnu
2. Panylapan Kebiakan
3. Perumusan Kebijakan
4. Penetapan Morma, Standar, Prosedur, Kriteria {(NSPK)
B. |Pembinaan Kearsipan
1, Bina Arsiparis
a. Pengembangan Profes| Arsiparis 1 tahun 3 tahun Permanen
1) Formasl Jabatan Arsiparis
2) Standar Kompelensi Arsiparis
b, Bimbingan Konsultas! Arsipans 1 1ahun 1 tahun usnah
c. Penilalan Arsiparis 1 tahun 1 tahun Musnah
d. Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat kabupaten
1) Penyelenggaraan 2 tahun 3 tahun Musnah
27) Berkas Panetapan Arsiparis Teladan 2 tahun 3 tahun Permanen
e, Database Arsiparis 2 \ahun setelsh data diperbarui 3 tahun Parmanen
2. Bimbingan dan Konsultasi 2 tahun 3 tahun Musnah
a. Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasilikas! Keamarian dan
Akses Arsip)




JANGHKA WAKTU PENYIMPANAN

KETERANGAN

P
1 2 3 4 8

b. Penggunaan Prasarana dan Sarana Kearsipan

c. Unit Kearsipan

d. Sumber Daya Manusia
3. Supervisi dan Evaluasi

a. Perencanaan 2 tahun 3 tahun Musnah

b, Pelaksanaan 2 tahun 3 tahun Musnah

c. Laporan Hasil Supervisi dan Evaluas| 1 tahun 1 tahun Permanen
4, Databaze Bimbingan dan Konsuliasi dan Supervisl 2 lahun setelah data diperbarui 3 tahun Permanen
&, Pengawasan Kearsipan 2 tahun 3 tahun Parmanan
6. Fasilitasi Ksarsipan

a. SDM Kearsipan 1 tahun 1 tahun Musnain

b, Prasarana dan Sarana 3 tahun 7 tahun Musnah
7. Lembaga/Unit Kearsipan Teladan :

*
a. Penyelenggaraan 2 tahun 3 tahun Musnah
b. Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan 2 tahun 3 tahun Permanen




NO.

JENIS ARSIP

JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

3

4

3) Penyimpanan Arsip
- Skema Penyimpanan Arsip Akt dan Inaktif
- Pangamanan
4) Alih Media Arsip Dinamis
- Kebijakan Alih Madia
- Autentikasi
- Berita Acara
- Daftar Arsip yang Dialhmadiakan
5} Program Arsip Vital
- Idantifikasi
= Pelindungan dan Pengamanan
= Penyelamatan dan Pemulihan
= Daftar Arzip Vital

d, Autentikasl Arsip Dinamis
1} Pembuktian Autentisitas
2) Pendapat Tenaga Ahli
3) Pengujian
4) Penetapan Autentisitas Arsip/Surat Pemnyataan Pencipta Arsip

g. Penyusutan Arsip
1) Pemindahan Arsip Inakif
- Berita Acara Pemindahan
- Daftar Arsip yang Dipindahkan

2 tahiun

2 tahun
Z tehun setelah proses penidaian

2 tehun setelah proses penilaian

1 tahun setelah proses panilaian

1 tahun

3 tahun
3 tahun

3 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

Permanan
Musnah

Femmanen

Permanen

Permanen

hMusnah




NQ.

JENIS ARSIP

JANGHKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

3

4

s

2) Pemusnahan Arsip vang Tidak Bernilal Guna
- Pambentukan Panitia Penilai
= Burat Pertimbangan Panitia Penilai
- Parmintaan Persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan)
- Penstapan Arsip yang Dimusnahkan
- Berita Acara Pemusnahan Arsip
- Daftar Arsip yang Dimusnahkan
3) Penyerahan Arsip Statis
- Pembentukan Fanitia Penilal
- Motulen Rapat Panitia
- Bural Pertimbangen Panitia Penilal
- Surat Persstujuan darl Kepala Lembaga Kearsipan
- Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan Dapat Digunakan dari
Pencipte Arsip
- Keputusan Penetapan Penyerahan
- Berita Acare Penyerahan Arsip
- Daftar Arsip yang Diserahkan

f. Database Pengelolaan Arsip Dinamis

1) Database Pengelolaan Arsip Alktif
2| Database Pengelolaan Arsip Inaktif ;.

-

2. Pengelolaan Arsip Statls
a Akuisisi
1] Monitoring Fisik dan Daflar

2) Verifikasi terhadap Daftar Arsip

1 tahiin

1 tahun

1 tahun setelah data diperbarul

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

Permanen

FPermanan

Permanan

Musnah

Musnah




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN HKETERAMGAMN
NO. JENIS ARSIP ARTIE NAKTIE
1 2 3 4 ]
8. Jadwal Retensi Arsip
a. Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip 2 tahun setelah mendapat persetujuan | 3 tahun Permanen
b. Database Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip 2 tahun setelah database diperbarui 3 tahun Fermanen
C. |Pengelolaan Arsip
1. Pengelolaan Arsip Dinamis
a. Penciptaan Arsip 2 tahun 3tahun | Musnah, kecuali
1) Pencatatan Buku Agenda
FPermanen
- Buku Agenda
- Kartu Kandall
- Lambar Pangantar/Buku Ekspedisi
2) Pendistribusian
b. Penggunaan Arsip
1) Pengklasifikasian Pengamanan dan Aksas Arsip 1 tahun 1 tahun Permanen
2) Peminjaman 1 tahun 1 tahun Muspah
¢. Pemeliharaan Arsip Dinamis -,
1) Pemberkasan 2 tahun 3 tahun Musnah
- Daftar Arsip Aktif (Daftar Berkas dan Dafiar |si Berkas)
2) Penataan Arsip Inaktif 2 tahun setelah proses penilaian 3 tahun Musnah

- Pengaturan Fisik
- Pengolahan Informasi Arsip

- Penyusunan Daflar Arsip Inaktif

b




JANGHKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN
MO, JEMNIS ARSIP AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
3) Menstapkan Status Arsip Statis 1 tahun 1 tahun Musnah
4) Persstujuan untuk Penyerahan 1 tahun 1 tahun Permanen
5) Penstapan Arsip yang Diserahkan 1 tahun 1 tahun Permanen
6) Berta Acara Penyerahan Arsip 1 tahun 1 tahun Permanen
7) Daflar Arsip yang Diserahkan 1 tahun 1 tahun Permanan
. Sejarah Lizan
1) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan 1 tahun 1 tahun Musnah
2) Hasil Wawancara Sejarah Lisan 1 tahun 1 tahun Parmanen
- Berita Acara Waweancara Sejarah Lisan
- Laporan Kegiatan
- Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan Transkrip
. Daftar Pencarian Arsip Statis 1 tahun 1 tahun Parmanen
1) Pengumuman
2) Akulsisi Daftar Pencarian Arsip Statis L
. Panghargaan dan Imbalan 1 tahun 1 tahun Pemmanen
. Pengalahan (Arsip Statis)
1) Panataan Informasi 2 tahun 3 tahun Musnah




JANGHA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN
JENIS ARSIP AKTIF - INAKTIF
2 3 4 5

2) Penataan Fisk 2 tahun 3 tahun hMusnain
) Manyusun Sarana Bantu Temu Balik 2 tahun 3 tahun Pearmanan

- Guide Khazanah dan/atau Guide Tematik

- Daftar Arsip Statis

- Inventaris Arsip Statis

f. Preservasi

1} Preventt

- Penyimpanan 2 tahun 3 tahun husnah

- Pangendalian Hama Terpadu 2 tahun 3 tahun Musnah

- Reproduksi (Alih Media) 2 tahun 3 tahun Permanen

1. Berfla Acara Alih Media
2, Daftar Arsip yang Dialihmediakan

- Perencanaan dan Penanggulangan Bencana 2 tahun 3 1ahun Musnah
2) Kuratif 2 tahun 3 tahun Musnah

- Perawatan Arsip
3) Laporan Hasll Pengujian Mulu Preservasi 1 tahum 1 tahun Permanen

g. Autentikas| Arsip Statis 1 tahun 1 tahumn Pernmanen

1) Pembuktian Autentisitas
2) Pendapat Tenaga Ahli
3) Pengujian

4) Penetapan Autentistas Arsip Statis/Surat Pernyataan




JANGHKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN
NO. JENIS ARSIP AKTIF NAKTIE
1 2 3 4 5
h. Akses Arsip Statis 1
1) Layanan Arsip 2 tahun 3 tahun Musnah
- Permchonan Izin Pengunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan
- Kajlan/Telaah lzin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan
- Penerbitan lzin Penggunaan Arsip yang Bersifat Terutup yang Disimpan
- Penolakan/Pemberian izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang
disimpan
2) Penerbitan Naskah Sumber/Sumber Sejarah
- Adminigtrasl dan Proses Penyusunan 2 tahun 3 tahun Musnah
- Hasil Maskah Sumber Arsip 2 tahun 3 tahun Permanen
3) Pameran Arsip 1 tahun 1 tahun Musnah
i. Pengelolsan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional {SIKN)
melalil Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN}
1) Perencanaan Menjadl Simpul Jaringan SIKN melaki JIKN 2 tahun 3 tahun Permanen
2) Pendidikan dan Pelatihan Matarl Simpul Jaringan SIKN melalul JIKN 2 1ahun 3 tahun Musnah
3) Pengelolaan Informasi Arslp Simpul Jaringan SIKN melalul JIKN 2 tahun 3 tahun Parmanen
¥ |
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